KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

JI. Pattimura No.20, Selong Keb. Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7203165 Surel dirienbm@pu.go.id

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;

2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga; Lo
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat J enderal

Bina Marga;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
NOMOR: 23 /SE/Db/2026
TENTANG

PEDOMAN KRITERIA DAN TOLOK UKUR PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN
JALAN, JEMBATAN, DAN TEROWONGAN

A. Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian
Kegagalan Bangunan menetapkan kriteria dan tolok ukur untuk menilai
kegagalan bangunan dari aspek struktural dan aspek fungsional. Aspek struktural
tersebut meliputi paling sedikit kekuatan, stabilitas, durabilitas, serta spesifikasi
material. Aspek fungsional yang dimaksud meliputi kemudahan layanan.
Peraturan Menteri belum merumuskan ketentuan mendetail terkait dengan
indikator teknis dan cara ukur kegagalan bangunan jalan, jembatan, dan
terowongan sehingga diperlukan pedoman sebagai acuan pelaksanaan.

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan verifikasi terhadap laporan pengaduan
terhadap indikasi kegagalan bangunan jalan, jembatan, dan terowongan secara
objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pedoman
mengenai kriteria dan tolok ukur penilaian kegagalan bangunan yang memuat
indikator teknis dan metode pengukuran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan
Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Kriteria dan Tolok
Ukur Penilaian Kegagalan Bangunan Jalan, Jembatan, dan Terowongan.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun
2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan
Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 285);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun
2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2026 Tentang
Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 110);

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No. 07/SE/M/2015 tentang Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan
Jembatan;

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
08/SE/M/2015 tentang Pedoman Perencanaan Teknis Jembatan Beruji Kabel,
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Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
10/SE/M /2015 tentang Pedoman Perancangan Bantalan Elastomer untuk
Perletakan Jembatan;

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
11/SE/M/2015 tentang Pedoman Perencanaan Sambungan Siar Muai Pada
Lantai Jembatan;

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
12/SE/M /2015 tentang Pedoman Penentuan Beban Impak Bangunan
Pelindung Pilar Jembatan;

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No.13/SE/M/2015 tentang Pedoman Perancangan Jembatan Semi-Integral
Penuh Tipe Balok Beton Pracetak Prategang;

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 26/SE/M/2015 tentang Pedoman
Perlindungan Komponen Baja Jembatan dengan Cara Pengecatan;

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
53/SE/M/2015 tentang Pedoman Perancangan Pilar Langsing Beton Bertulang
untuk Jembatan;

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
02/SE/M/2016 tentang Pedoman Perancangan Jembatan Integral Penuh Tipe
Gelagar Beton Bertulang;

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
03/SE/M/2016 tentang Pedoman Penentuan Bridge Load Rating untuk
Jembatan Eksisting;

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 19/SE/M/2016 tentang Penentuan Indeks
Kondisi Perkerasan;

Surat Edaran Menteri PUPR No. 13/SE/M/2017 tentang Pedoman
Perencanaan Teknis Pelat Ortotropik Baja Segmental Untuk Lantai Jembatan
Rangka Baja (Nomor Pedoman: Pd 05-2017 B);

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
02/SE/M /2018 tentang Pedoman Perancangan Jembatan Pelengkung;

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2019 tentang
Panduan Teknik Pelaksanaan Jembatan Tahun 2019;

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2019 tentang
Panduan Teknik Pengawasan Jembatan Tahun 2019;

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2021 tentang
Panduan Praktis Perencanaan Teknis Jembatan;

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 15/SE/Db/2021 tentang
Pedoman Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Tahun 2021 dan
01/S/P/BM/2025 Suplemen Pedoman Gambar Standar Jembatan Rangka
Baja Permanen A-80;

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20/SE/Db/2021 tentang
Pedoman Desain Geometrik Jalan;

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 21 /SE/Db/2021 tentang
Pedoman Pembahasan Penyelenggaraan Keamanan Terowongan Jalan;

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08 /SE/Db/2023 tentang
Pedoman Asesmen Pelaksanaan Konstruksi;

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 10/SE/Db/2024 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Desain Awal (Basic Design) Jalan Bebas
Hambatan;

B 7 4 [ w]

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/Uncontrolled when downloaded




35. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15/SE/Db/2024 tentang
Manual Desain Perkerasan Jalan 2024;

36. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07 /SE/Db/2025 tentang
Spesifikasi Umum untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan;

37.Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 17.1 SE/Db/2025 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Khusus;

38. Pedoman T-11-2003 tentang Pedoman Perencanaan Timbunan Jalan Pendekat
Jembatan.

C. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi penilai ahli dalam
melakukan penilaian termasuk verifikasi kegagalan bangunan jalan, jembatan,
dan terowongan, serta bagi penyelenggara jalan dan penyedia jasa dalam
menentukan indikasi kegagalan bangunan untuk kebutuhan pemeriksaan, serta
pihak terkait dalam memperoleh data informasi serta penanganan yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Surat Edaran ini bertujuan agar penilaian kegagalan bangunan jalan,
jembatan, dan terowongan dilakukan secara objektif, terukur, konsisten,
transparan, akuntabel, berdasarkan standar teknis yang tepat dan benar, dan
sesuai dengan regulasi yang berlaku.

D. Ruang Lingkup
Lingkup Surat Edaran ini memuat:
1. ketentuan indikator teknis dan tata cara penilaian kegagalan bangunan jalan,
jembatan, dan terowongan; dan
2. ketentuan lebih rinci mengenai kriteria dan tolok ukur penilaian kegagalan
bangunan jalan, jembatan, dan terowongan yang dimuat dalam Lampiran
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

E. Prinsip Penilaian Kegagalan Bangunan
Penilaian kegagalan bangunan jalan, jembatan, dan terowongan dilaksanakan
berdasarkan prinsip:
objektif;
berbasis bukti teknis;
menggunakan indikator yang terukur;
mengacu pada standar teknis yang berlaku;
dapat dipertanggungjawabkan;
memperhatikan aspek keselamatan konstruksi dan keselamatan pengguna
jalan; dan
7. berbasis hubungan sebab akibat.

ok b=

F. Ketentuan Lain-Lain

1. Indikator teknis dan tata cara penilaian kegagalan bangunan jalan, jembatan,
dan terowongan yang termuat dalam Surat Edaran ini berlaku hanya untuk
jalan nasional.

2. Pemenuhan atau tidak terpenuhinya suatu indikator teknis tidak dengan
sendirinya menjadi dasar penetapan kegagalan bangunan tanpa dilakukan
penilaian oleh penilai ahli berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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3. Ketentuan dalam Surat Edaran ini tidak digunakan untuk menilai kegagalan
bangunan terhadap kerusakan, penurunan kinerja, atau perubahan kondisi
bangunan yang secara langsung disebabkan oleh bencana dan/atau faktor
eksternal yang berada di luar kriteria perencanaan teknis dan pelaksanaan
konstruksi.

G. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas
perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tembusan:

. Menteri Pekerjaan Umum;

. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;

. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;

. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;

. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum;

. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum;
. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
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Ditetapkan di Jakarta
g3 ts 28  Agustus 2026
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